
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1510, 2015 KEMENAKER. Peserta Penerima Upah. Jaminan
Kecelakaan Kerja. Jaminan Kematian. Jaminan
Hari Tua. Tata Cara Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM

JAMINAN KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN,

DAN JAMINAN HARI TUA BAGI PESERTA PENERIMA UPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (6),

Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (4), Pasal 34 ayat (3),

Pasal 35 ayat (2), Pasal 45 ayat (5) dan Pasal 57 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian dan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Program Jaminan

Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015

tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan

Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan

Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5714);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5730);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA

CARA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN

KECELAKAAN KERJA, JAMINAN KEMATIAN, DAN JAMINAN

HARI TUA BAGI PESERTA PENERIMA UPAH.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

yang selanjutnya disebut BPJS Ketengakerjaan adalah

badan hukum publik yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja,

Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan

Pensiun.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat

JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau

pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta

mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang

disebabkan oleh lingkungan kerja.

3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM

adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli

waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat

kecelakaan kerja.

4. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah

manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat

Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau

mengalami cacat total tetap.

5. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,

badan hukum atau badan-badan lainnya yang

mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah

atau imbalan dalam bentuk lain.

6. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang

selanjutnya disebut Pemberi Kerja adalah orang

perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya

yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar

upah atau imbalan dalam bentuk lain.

7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang

bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang

telah membayar iuran.
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8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

9. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam

hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam

perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau

sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh

lingkungan kerja.

10. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diakibatkan

oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

11. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi

tubuh atau hilangnya anggota yang secara langsung

atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau

hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan

pekerjaannya.

12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur

oleh peserta dan/atau pemberi kerja.

13. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja

kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut

suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan

perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja

dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa

yang telah atau akan dilakukan.

14. Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa

dan/atau merawat pekerja yang mengalami kecelakaan

kerja atau penyakit akibat kerja.

15. Dokter Penasehat adalah dokter yang diangkat oleh

Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas dan

fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam

menentukan besarnya persentase kecacatan akibat

kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

16. Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan adalah

Pegawai BPJS Ketenagakerjaan yang diangkat oleh

Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan ditugaskan untuk

melakukan pengawasan atas kepatuhan pemberi kerja

selain penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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17. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya

disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri

Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan

fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Pasal 2

(1) Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan

pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK, JKM,

dan JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan

mengisi formulir sebagai berikut:

a. pendaftaran perusahaan;

b. pendaftaran pekerja;

c. rekapitulasi rincian pembayaran iuran; dan

d. rincian iuran pekerja.

(2) Pemberi Kerja wajib menyampaikan formulir

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi

secara lengkap meliputi data dirinya, data pekerjanya

dan anggota keluarganya kepada BPJS

Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS

Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan tanda terima.

(3) BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor

kepesertaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak

formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan

benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS

Ketenagakerjaan.

(4) Kepesertaan program JKK, JKM, dan JHT sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak nomor

kepesertaan dikeluarkan.

(5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2), dapat dilakukan secara manual maupun

elektronik
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